ABSTRAK

Seorang anak yang kedua orang tuanya telah meninggal akan berada di bawah
perwalian. Segala kepentingan si anak menjadi urusan wali, baik mengenai diri
pribadi si anak maupun harta bendanya. Wali bertindak melakukan perbuatan hukum
bertindak untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur. Wali berada di
bawah pengawasan wali pengawas, di Indonesia wali pengawas dibebankan oleh
Balai Harta Peninggalan. Dalam hal perwalian, diperlukan adanya perlindungan bagi
hak anak agar anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya. Bentuk perlindungan
hukun yang diberikan Balai Harta Peninggalan terhadap harta anak dibawah umur
dibawah perwalian adalah pengawasan atas pengelolaan barang dari anak yang belum
dewasa di mulai dari awal penetapan perwalian sampai berakhirnya perwalian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pembagian harta
kekayaan perkawinan dalam hal ada anak yang belum dewasa dan mengetahui
perlindungan hukum untuk anak yang belum dewasa dalam pembagian harta
kekayaan perkawinan orangtuanya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode
pengumpulan data meliputi data primer dengan wawancara dan data sekunder yang
diperoleh melalui bahan kepustakaan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, kemudian data-data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif yang
selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Hukum waris yang berlaku dan dipakai di
Indonesia adalah hukum waris Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris Adat.
Dalam hukum waris Barat, seorang anak adalah termasuk golongan I, Pembagian
warisan dihitung kepala demi kepala, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan
perempuan. Dalam hukum waris adat, pembagian harta kekayaan dilakukan
berdasarkan sistem kekerabatan masing-masing daerah. Dalam hukum waris Islam
perolehan hak dan kewajiban seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan,
yaitu 2:1. Perlindungan hukum dari Balai Harta Peninggalan untuk anak dalam
pembagian harta kekayaan perkawinan secara normatif dimulai dari penetapan
pengadilan yang berkaitan dengan penunjukan wali bagi si anak di bawah umur yang
dilanjutkan dengan perlindungan hukum yang berupa pengawasan dan pembinaan
oleh Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan diperintahkan di Indonesia
sebagai wali pengawas untuk mengawasi anak terhadap pengasuhan/ perwalian.
Segala tindakan wali dalam mengelola harta kekayaan si anak akan dimintai
pertanggungjawabannya oleh Balai Harta Peninggalan.
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